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Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
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2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 826); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 
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STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK 

 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Pelayanan 

1. Identitas (perorangan: KTP/SIM/Password, Badan 

Publik: akte notaris dan dokumen pengesahan 

Badan Publik); 

2. Mengisi formulir permohonan informasi; 

2 Sistem, 

Mekanisme, 

Prosedur 

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan 

informasi dengan cara datang langsung, melalui 

faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; 

2. Alamat pelayanan informasi pada: Kantor Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Jl. Soekarno 

– Hatta No. 337 Kelurahan Langenharjo Kecamatan 

Kendal Kabupaten Kendal Kode Pos 51314 

Website: https://kendalkabppid.kpu.go.id  

3. Desk Pelayanan memilah permintaan informasi 

dengan ketentuan: 

a. pemohon yang datang secara langsung mengisi 

formulir permohonan informasi: 

b. untuk pemohon informasi melalui surat, e- 

mail, telepon, dan formulir permohonan 

informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; 

c. desk pelayanan memberitahukan nomor 

formulir permohonan informasi; 

d. desk pelayanan dapat langsung memberikan 

informasi yang diminta oleh pemohon 

informasi,  jika  informasi  yang  dimaksud 

sudah tersedia bukan merupakan informasi 

LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 

NOMOR  14 TAHUN 2025 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 
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NO. KOMPONEN URAIAN 

  yang diterima dalam kategori dikecualikan 

atau berpotensi dikecualikan; 

e. desk pelayanan menginformasikan kepada 

pemohon informasi apabila informasi yang 

dimaksud tidak berada di bawah penguasaan 

KPU dan apabila mengetahui dapat 

memberitahu Badan Publik yang menguasai 

informasi tersebut; 

f. desk pelayanan menginformasikan kepada 

pemohon informasi apabila informasi yang 

dimaksud dikategorikan sebagai informasi 

yang dikecualikan dengan memberikan surat 

keputusan KPU mengenai informasi yang 

dikecualikan; 

g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai 

informasi yang dimohon pemohon informasi 

belum dapat diberikan secara langsung, desk 

pelayanan menginformasikan jangka waktu 

permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. 

Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim 

Penghubung dan Pejabat Pengelola lnformasi 

dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian 

memberikan pemberitahuan tertulis mengenai 

informasi dimaksud sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan UU KIP; 

h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk 

pelayanan menginformasikan kepada 

pemohon informasi mengenai haknya untuk 

mengajukan surat keberatan kepada Atasan 

PPID; 

i. setiap pemberian informasi harus disertai 

dengan tanda terima; 

j. desk pelayanan mengisi buku register 

pelayanan informasi. 
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STANDAR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 

Keberatan 

1. Identitas (perorangan: KTP/SIM/Password, 

Badan Publik: akte notaris dan dokumen 

pengesahan Badan Publik); 

2. mengisi formulir keberatan. 

2 Sistem, 

Mekanisme 

Prosedur 

1. Pemohon informasi mengajukan permohonan 

Prosedur keberatan informasi dengan datang 

langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan 

surat elektronik; 

2. Alamat pelayanan informasi pada: 

pemohon informasi yang datang secara langsung 

mengisi formulir keberatan; 

4. Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal 

Jl. Soekarno – Hatta No. 337 Kelurahan 

Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 

Kode Pos 51314 

Website: https:// kendalkabppid.kpu.go.id 

4. Untuk pemohon informasi melalui telepon, surat, 

dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan 

oleh desk pelayanan; 

5. Desk   Pelayanan   menginformasikan   nomor 

registrasi formulir keberatan dan jangka waktu 

jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP; 

LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 

NOMOR  14 TAHUN 2025 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 
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STANDAR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Sistem, 

Mekanisme, 

dan Prosedur 

1. Setiap PPID melaksanakan koordinasi dan 

konsolidasi dengan Sub Bagian berdasarkan tupoksi 

dalam rangka pengumpulan informasi untuk 

pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP); 

2. Setiap Sub Bagian melalui Tim Penghubung 

mengidentifikasi informasi yang berada dalam 

penguasaan masing-masing Sub Bagian sesuai 

dengan format yang telah disiapkan; 

3. Setelah menerima laporan DIP dari Sub Bagian, PPID 

bersama dengan Tim Penghubung melakukan 

klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan 

format DIP; 

4. Usulan DIP yang telah disusun PPID dan tim 

Penghubung dikonsultasikan kepada atasan PPID 

untuk dikoreksi; 

5. Daftar lnformasi Publik hasil koreksi Atasan PPID 

disampaikan kepada Tim Pertimbangan; 

6. Setelah memperoleh persetujuan Tim 

Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno 

untuk mendapatkan pengesahan. 

2 Jangka Waktu Daftar lnformasi Publik harus diperbaharui setiap 1 

(satu) tahun sekali. 

LAMPIRAN V 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 

NOMOR  14 TAHUN 2025 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 
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STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Sistem, Mekanisme, 

dan Prosedur 

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal 

menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan 

yang merupakan pernyataan kesanggupan 

penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan 

sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang 

baik. 

2. Standar pelayanan yang ditetapkan dalam 

maklumat pelayanan paling sedikit berisi: 

a. dasar hukum; 

b. sistem, mekanisme, dan prosedur 

pelayanan; 

c. jangka waktu penyelesaian; 

d. biaya/tarif; 

e. jaminan pelayanan yang memberikan 

kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai 

dengan standar pelayanan; dan 

f. evaluasi kinerja pelaksana 

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal 

mengumumkan maklumat pelayanan informasi 

publik di papan pengumuman, desk pelayanan 

dan website kendalkabppid.kpu.go.id dan media 

sosial. 

LAMPIRAN VII 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 

NOMOR  14 TAHUN 2025 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 
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STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI 

 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Sistem, 

Mekanisme, dan 

Prosedur 

1. Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: 

a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik; 

b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; 

atau 

c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi 

Publik atas perintah Majelis Komisioner. 

2. Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud 

pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan: 

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik 

yang di dalamnya memuat Informasi yang akan 

dikecualikan; 

b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan 

secara jelas dan terang; 

c. menganalisis undang-undang yang dijadikan 

dasar pengecualian; 

d. menganalisis dan mempertimbangkan 

berdasarkan  kepatutan, kesusilaan, 

kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan 

atas konsekuensi yang timbul apabila suatu 

informasi dibuka. 

3. Informasi Publik yang dikecualikan melalui 

pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk 

LAMPIRAN VIII 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 

NOMOR  14 TAHUN 2025 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KENDAL 
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